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ABSTRAK

Close Circuit Television Recorded (Rekaman CCTV) adalah teknologi yang
paling menonjol jika digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Kemampuan
rekaman close circuit television recorded (rekaman CCTV) dalam menampilkan
dengan utuh secara visual tentang suatu peristiwa, menjadikannya sabagai sarana
yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian. Namun dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini, yang menjadi
pedoman beracara bagl perkara tindak pidana umum belum memberikan penetapan
yang tegas mengenai kedudukan Close Circuit Television Recorded (rekaman CCTV)
sebagai alat bukti sah. Sementara rekeman CCTV tentu dapat memberi kontribusi
signifikan dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa pldana, bukan hanya tindak

pidana khusus, namun juga berbagal tmdak. pldana umum.
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BARB IV

PFENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan pada beberapa bab terdahulu, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut -

Penerapan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut KUH Pidana
dan UU ITE bahwa rckaman CCTV sebagai alat bukti eletronik merupakan
perluasan dari alat bukti sehagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang
pencrapannya tidak hanya terbatas pada tindak pidana khusus, tetapi juga

dapat berlaku dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana

umum
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